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Meni mbang :

a.

bahwa Data Spasial sebagai data yang berkaitan dengan unsur
keruangan belum dapat di manfaatkan secara optinal ol eh
i nstansi penerintah naupun nasyar akat ;

b. bahwa Data Spasi al diperlukan ol eh instansi penerintah maupun
masyar akat unt uk meni ngkat kan kual itas penganbi |l an keput usan
dal am ber bagai aspek penbangunan nasi onal ;

C. bahwa penyel enggaraa!1 p-"rnbangunan Data Spasial yang
tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur
transparan, dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional
sangat penting dalam upaya nenberikan kenmudahan pertukaran
dan penyebarluasan Data Spasial antarinstansi penerintah
maupun antara i nstansi penerintah dengan nasyar akat ;

d. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu nenetapkan Peraturan
Presi den tentang Jaringan Data Spasi al Nasional;

Mengi ngat

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik I|ndonesia

Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menet apkan:

PERATURAN PRESI DEN TENTANG JARI NGAN DATA SPASI AL NASI ONAL.

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan:

1.

Jaringan Data Spasial Nasional yang sel anjutnya di sebut JDSN
adal ah suatu si stem penyel enggaraan pengel ol aan Data Spasi al
secara ber samg, tertib,ierukur,terintegrasi dan
ber kesi nanbungan serta ber dayaguna.

Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan
pencitraan terhadap suatu unsur Kkeruanganyang berada di
bawah, pada, atau diatas pernukaan bum dengan posi si
keber adaannya nmengacu pada si st em koor di nat nasi onal .

Si mpul Jaringan adal ah institusi yang bertanggung jawab dal am
penyel enggaraan pengunpul an, peneliharaan, penuktakhiran,
pertukaran, dan penyebarl| uasan Data Spasial tertentu.
Penghubung Si nmpul Jari ngan adal ah i nstitusi yang
nmenyel enggar akan  pengi nt egrasi an Si npul Jaringan secara
nasi onal .

Unit Kliring adalah salah satu wunit kerja pada Sinpul
Jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan



penyebar| uasan Data Spasial tertentu.

6. Met adata adal ah informasi singkat atas Data Spasial yang
berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas,
di stribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.

7. Standar Nasional |ndonesia adalah standar yang ditetapkan
oleh Badan Standardi sasi Nasi onal dan berlaku secara
nasi onal .

8. Spesi fi kasi Data Spasial adal ah urai an yang berisi ketentuan

teknis dalam nencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci
sesuai dengan kekhususan Data Spasi al

Pasal 2

JDSN di sel enggarakan nelalui sarana jaringan informasi berbasis
el ekt roni k.

Pasal 3

JDSN ber fungsi sebagai :
a. sarana pertukaran Data Spasi al ; dan
b. sarana penyebar| uasan Data Spasi al .

Pasal 4
JDSN terdiri atas Sinmpul Jaringan dan Penghubung sinpul Jaringan.
Pasal 5

Si mpul Jari ngan sebagai mana di maksud dal am Pasal 4 neli puti
a. departenen, kenenterian negara, dan |enbaga penerintah non
departenmen yang nel aksanakan tugas penerintahan di bi dang
1 survei dan penetaan;
2 pert anahan;
3 peneri nt ahan dal am negeri ;
4. per hubungan;
5. komuni kasi dan informatika;
6. pekerjaan unum
7 kebudayaan dan kepari w sat aan
8 statistik;
9. energi dan sunber daya m neral;
10. kehut anan;
11. pertanian;
12. kel autan dan peri kanan;
13. neteorol ogi dan geofi sika;
14. antari ksa dan pener bangan;
b. peneri ntah provinsi;dan
C. peneri nt ah kabupat en/ kot a.

Pasal 6

Dal am penyel enggaraan JDSN, Sinmpul Jaringan bertugas:

a. mel akukan kegi at an pengunpul an, penel i har aan dan
penukt akhi ran Data Spasi al ;

b. nmel akukan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial di



